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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penegakan hukum di Indonesia merupakan proses yang esensial dalam 

menjaga ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat. Sebagai sebuah 

negara dengan populasi yang besar dan beragam, penegakan hukum yang 

efektif menjadi kunci untuk menjaga harmoni sosial serta memastikan bahwa 

setiap individu dan kelompok dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan 

adil. Meskipun Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan 

yang lengkap, yang mencakup hampir setiap aspek kehidupan publik dan 

pribadi, implementasi hukum di lapangan sering kali menghadapi berbagai 

tantangan yang kompleks dan beragam. Tantangan-tantangan ini tidak hanya 

muncul dari kekurangan dalam undang-undang itu sendiri, tetapi juga dari 

berbagai faktor lain yang mempengaruhi bagaimana hukum tersebut 

diterapkan dalam kenyataan sehari-hari.  

Mengacu pada teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh 

Lawrence M. Friedman, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada 

substansi hukum itu sendiri, tetapi juga dipngaruhi oleh tiga elemen utama 

yang saling berkaitan: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.
1
 

                                                           
1
 Lawrence M. Friedman, ―The Legal System: A Social Science Perspective‖, 

diterjemahkan oleh M. Khozim; Nurainun Mangunsong dalam ―Sistem Hukum dan Tindakan 

Hukum: Seri Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial‖ (Bandung: Nusamedia, 2021), hlm. 19. 
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Substansi hukum merujuk pada aturan-aturan dan prinsip-prinsip dalam 

perundang-undangan yang menjadi dasar formal bagi penegakan hukum. 

Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk 

menegakkan hukum dan mekanisme yang digunakan untuk menjalankan 

tugas tersebut.
2
 Budaya hukum, di sisi lain, mencakup sikap, nilai, dan 

keyakinan  masyarakat terhadap hukum serta bagaimana mereka berinteraksi 

dengan sistem hukum.
3
 Ketiga elemen ini harus bekerja secara harmonis agar 

penegakan hukum dapat berjalan efektif. Namun, jika salah satu elemen ini 

tidak berfungsi dengan baik, seperti misalnya ketika budaya hukum di 

masyarakat lemah atau lembaga penegak hukum tidak efektif, maka 

penegakan hukum menjadi kurang optimal, dan hukum yang tertulis tidak 

dapat diwujudkan sepenuhnya dalam praktik. 

Pemerintah mengambil langkah penegakan hukum pidana dengan 

maksud utuk mencegah dan menetapkan konsekuensi bagi mereka yang 

melanggar hukum. Konsekuensi hadir untuk beberapa alasan, yaitu untuk 

menghukum para pelaku, sebagai bentuk pengembalian masyarakat pada 

keadaan semula, mencegah terjadinya kejahtan serupa oleh orang lain, dan 

menjadi tanda bahwa masyarakat mempunyai nilai-nilai dan moral tertentu. 

Salah satu indikasi telah terpenuhinya konsekuensi secara efektif adalah 

timbulnya efek jera bagi para pelaku.  

 

                                                           
2
 Ibid., hlm. 18. 

3
 Ibid., hlm. 20. 
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Efek jera adalah dampak psikologis yang diharapkan muncul pada 

individu atau kelompok setelah menerima hukuman atau sanksi sebagai 

konsekuensi dari pelanggaran hukum atau peraturan. Tujuan dari efek jera 

adalah untuk mencegah pelaku melakukan pelanggaran yang sama di masa 

mendatang dan untuk mengurangi kemungkinan orang lain melakukan 

pelanggaran serupa setelah melihat konsekuensi yang dialami oleh pelaku. 

Efek jera bekerja secara psikologis melalui berbagai mekanisme yang 

mempengaruhi perilaku individu dan masyarakat dengan cara yang 

mendalam. Pertama, efek jera menciptakan rasa takut terhadap hukuman, 

yang berfungsi sebagai pencegah pelanggaran.
4
 Ketika individu menyadari 

bahwa melakukan pelanggaran tertentu akan berakibat pada hukuman yang 

berat atau tidak menyenangkan, mereka akan merasa tertekan atau khawatir 

tentang kemungkinan konsekuensi, yang membuat mereka lebih cenderung 

untuk mematuhi hukum.  

Selain itu, efek jera beroperasi melalui pembelajaran sosial, di mana 

individu yang menyaksikan atau mendengar tentang pelanggar yang 

mendapatkan hukuman berat dapat mempelajari dampak dari tindakan 

tersebut. Pengetahuan tentang bagaimana pelanggaran dapat berakibat pada 

konsekuensi yang serius membantu membentuk sikap mereka terhadap 

hukum dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mematuhi aturan. 

Proses ini juga melibatkan penilaian risiko dan manfaat, di mana individu 

mengevaluasi apakah manfaat dari melakukan pelanggaran lebih besar 

                                                           
4
 Harris Turino, Amalia Syauket dan Gatot Efrianto, Efek Jera Pelaku Tindak Pidana 

Korupsi Studi Juridis Empiris di Lapas Sukamiskin Bandung, (Malang: CV. Literasi Nusantara 

Abadi, 2022), hlm. 36. 
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daripada risiko hukuman. Efek jera memperbesar persepsi risiko, menjadikan 

pelanggaran hukum sebagai pilihan yang kurang menarik. Termasuk 

didalamnya adalah stigma sosial dan penilaian publik terhadap individu yang 

dihukum dapat menambah tekanan untuk menghindari perilaku ilegal, karena 

dampak sosial dari pelanggaran, seperti reputasi yang tercemar dan hubungan 

sosial yang terganggu, dapat sangat merugikan. 

Buah pemikiran mengenai efek jera dikemukakan oleh Ceasare 

Baccaria, seorang filsuf dan ekonom asal italia pada tahun 1764 dan 

mengarah kepada sebuah teori pencegahan kriminalitas dengan tiga 

pendekatan, yaitu ketepatan, kecepatan, dan tingkat keparahan hukuman. 

Ketiga pendekatan ini berkaitan satu sama lain dalam upaya menurunkan 

tingkan kejahatan yang akan membuat seorang individu berpikir bahwa 

hukuman berat yang akan didapat tidak sebanding dengan kejahatan yang 

dilakukan. 

Ketepatan berlaku pada kemungkinan seorang pelaku tindak pidana 

untuk tertangkap dan diyakini sebagai hal yang lebih utama daripada tingkat 

keparahan hukuman.
5
 Yakinnya seseorang bahwa ia akan tertangkap dan 

mendapatkan hukuman akan membuat individu tersebut takut untuk berbuat 

kejahatan. Sebaliknya, apabila sesorang pernah berbuat jahat namun 

kemudian ia tidak tertangkap dan tidak mendapatkan hukuman, maka dirinya 

akan meyakini bahwa ia tidak akan tertangkap lagi apabila mengulangi 

kejahatan tersebut yang berakhir pada meningkatnya tingkat kriminalitas. 
                                                           

5 Robert Apel, ―Sanctions, Perceptions, and Crime: Implications for Criminal 

Deterrence,‖ Journal of Quantitative Criminology 29, no. 1 (March 2013):  67-101. 
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Ketepatan seorang penjahat juga berkaitan dengan kecepatan ia untuk 

diadili. Hukuman  yang diberikan secepatnya setelah tertangkap lebih efektif 

dibandingkan hukuman yang dilakukan bertahun-tahun setelah pelanggaran 

terjadi. Hal ini kemudian mengarah pada tingkat keparahan hukuman. 

Baccaria berpendapat bahwa tingkat keparahan hukuman merupakan 

komponen yang diperlukan dalam pencegahan kriminalitas karena seseorang 

mungkin tetap akan melakukan kriminal apabila hukuman yang diterima 

adalah hukuman yang ringan dan tidak sebanding dengan tindakan  jahatnya.
6
 

Selain itu, berat tidaknya hukuman menjadi contoh kepada masyarakat 

sehingga semua orang sadar bahwa tidak boleh melanggar peraturan. 

Salah satu tindakan kriminal yang marak terjadi di masyarakat adalah 

pencurian. Pencurian secara umum diartikan sebagai tindakan mengambil 

barang milik orang lain tanpa izin. Secara etimologi, kata pencurian berasal 

dari kata "curi," yang berarti melakukan sesuatu secara diam-diam atau 

tersembunyi dengan cara yang tidak sah dan tanpa diketahui oleh orang lain.
7
 

Pencurian dapat dilakukan dengan berbagai macam modus salah satunya 

adalah menggunakan modus operandi yang disebut ‗bajing loncat‘.  

Bajing Loncat adalah fenomena kejahatan yang begitu popular di 

Indonesia dan merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

pelaku kejahatan yang mencuri barang dari kendaraan yang sedang bergerak, 

biasanya truk atau kendaraan pengangkut barang di jalan raya. Modus 

operandi ini dilakukan dengan cara melompat ke atas truk atau kendaraan 

                                                           
6
 Kelli D. Tomlinson, ―An Examination of Deterrence Theory: Where Do We Stand?” 

Federal Probation 80, no. 3 (December 2016): 33-38. 
7
 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.85. 
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lain, kemudian mencuri barang-barang yang ada di dalamnya, dan melarikan 

diri sebelum kendaraan berhenti atau sebelum diketahui oleh sopir atau 

pengendara lainnya. Kejahatan ‗bajing loncat‘ sering terjadi di jalan raya, 

terutama di daerah-daerah yang rawan dan pada malam hari. Biasanya, pelaku 

bekerja dalam kelompok untuk mengoordinasikan aksi mereka, di mana 

beberapa orang bertugas untuk memantau situasi, sementara yang lainnya 

melakukan pencurian. Tindakan ini sangat berbahaya karena dilakukan saat 

kendaraan masih bergerak, sehingga selain merugikan korban, aksi ini juga 

berisiko tinggi bagi pelakunya sendiri. 

Dalam hukum pidana, pencurian diatur dalam beberapa pasal, salah 

satunya adalah Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa Barang siapa 

mengambil suatu barang dengan maksud untuk memiliki barang tersebut 

secara tidak sah, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara hingga 

lima tahun atau denda sebesar Sembilan ratus rupiah :
8
 

Lanjutannya terdapat pada Pasal 363, yang mengatur tentang Pencurian 

dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus, juga dikenal sebagai Pencurian 

dengan Kualifikasi (gequalificeerde diefstal).
9
 Pencurian dengan pemberatan 

adalah pencurian biasa yang disertai dengan keadaan tertentu yang 

memperberat hukuman. Keadaan yang dimaksud meliputi:
10

 

 

                                                           
8
 Indonesia, Peraturan Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 1946, LN. No. 127, TLN No. 

1660, Pasal 362. 
9
 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, ed.3 cet.4, 

(Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 19 
10

 Indonesia, Peraturan Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 1946, LN. No. 127, TLN No. 

1660, Pasal 363. 
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1. Pencurian terrnak. 

2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, 

atau gempa laut, gunung mleetus, kapal karam, kapal terdampar, 

kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya 

perang. 

3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada 

di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. 

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang ataulebih dengan 

bersekutu. 

5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan  kejahatan, atau 

untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan 

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak 

kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 

 

Berikut jumlah data kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan 

di Bandar Lampung dari tahun 2019 sampai tahun 2023.
11

 

Tabel 1.1 

Data Jumlah Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Kota 

Bandar Lampung Tahun 2019-2023 

NO TAHUN JUMLAH KASUS PENCURIAN 

DENGAN PEMBERATAN 

1 2023 639 

2 2022 252 

3 2021 206 

4 2020 326 

5 2019 231 

  Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung 

                                                           
11

 Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, ―Banyaknya Kejahatan Umum yang 

Dilaporkan, 2019-2021‖ diakses https://bandalampungkota.bps.go.id/id/statistics-

table/2/MTgwlzl=/banyaknya-kejahatan-umum-yang-dilaporkan.html Pada 13 September 2024. 
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Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa jumlah kasus tindak pidana 

kejahatan dengan pemberatan meningkat pada tahun 2023 mencapai angka 

639, jumlah yang paling tinggi dalam lima tahun terakhir. Diantara semua 

bentuk pemberatan dalam data tersebut salah satunya adalah modus operandi 

‗bajing loncat‘  yang sering terjadi diwilayah jalan yang sering dilaui oleh 

truk pengangkut, salah satunya adalah Jalan Lintas Sumatera. 

Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) adalah jalur utama yang 

menghubungkan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Jalur ini mulai 

dibangun pada tahun 1965 di bawah pemerintahan Presiden Soekarno dan 

membentang dari ujung utara pulau, di Provinsi Aceh, hingga ujung selatan, 

di Provinsi Lampung dengan total panjang jalan 2.508,5 km. Jalan Lintas 

Sumatera merupakan bagian penting dari infrastruktur transportasi di 

Indonesia dan memainkan peran kunci dalam mobilitas barang dan orang di 

seluruh pulau.  

Namun, seiring dengan dibukanya jalur ini, muncul masalah-masalah 

sosial baru yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarahnya, salah 

satunya adalah fenomena bajing loncat di bagian dari Jalan Lintas Tengah 

Sumatera, tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Kota Bandar Lampung yang 

merupakan bagian dari wilayah hukum Kepolisian Sektor Panjang. Jalan ini 

merupakan ruas jalan nasional arteri dengan karakteristik lau lintas berat
12

 

dan menghubungkan dua pelabuhan di Provinsi Lampung, yaitu Pelabuhan 

                                                           
12

  Edwar Hakim, ―Analisis Pengaruh Pelebaran Jalan Soekarno-Hatta Terhadap Rencana 

Pembangunan Jalan Tol dan Kinerja Jalan Lintas Sumatera di Provinsi Lampung (Studi Kasus 

Ruas Jalan Babatan-Tegineneg)‖, Jurnal Rekayasa, vol. 17, no. 1, (April 2013), hlm. 60. 
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Bakauheni dan Pelabuhan Panjang yang masing-masing menjadi tempat 

pembongkaran muatan barang yang menyebabkan tingginya mobilitas 

angkutan pendatang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera melalui Jalan 

Lintas Sumatera.   

Salah satu insiden bajing loncat yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera 

adalah kejadian pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB  

di Jalan Lintas Sumatera Soekarno Hatta, Kelurahan Panjang Utara, Kota 

Bandar Lampung.
13

 Dalam kejadian tersebut, para pelaku mencuri empat 

karung berisi tepung sagu, masing-masing seberat 25 kg. Mereka 

menargetkan truk yang membawa muatan dengan memanjat truk saat 

kendaraan melintas di jalan yang rusak, memotong terpal penutup dengan 

pisau cutter, lalu melemparkan barang curian ke jalan, yang kemudian 

diambil oleh pelaku lainnya. Keempat karung sagu itu dijual seharga tiga 

ratus ribu rupiah. Para pelaku berhasil tertangkap pada 2 September 2023 

oleh Kepolisian Sektor Panjang Polresta Bandar Lampung. Ketiga pelaku 

yang beroperasi di wilayah Panjang, Kota Bandar Lampung, tersebut adalah 

NA (18), RP (17), dan AW (19). Setelah diperiksa, diketahui bahwa NA (18) 

dan RP (17) adalah residivis dalam kasus serupa dan sering melakukan aksi di 

wilayah Panjang, Bandar Lampung. 

Informasi lain yang di perleh dari berita media masa adalah saat 

Kepolisian Sektor Panjang berhasil menangkap seorang buronan (DPO) 

dalam kasus pencurian dengan pemberatan atau bajing loncat di Jalan Lintas 

                                                           
13

 Dwi Pranyoto. ―Polsek Panjang Tangkap Tiga Pelaku Bajing Loncat.‖ diakses 

https://www.rri.co.id/kriminalitas/346294/polsek-panjang-tangkap-tiga-pelau-bajing-loncat. pada 

6 September 2024. 
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Sumatera, wilayah Panjang, pada Mei 2023.
14

 Tersangka, JK (33) ditangkap 

oleh Unit Opsnal Reskrim Polsek Panjang setelah dirinya terlibat dalam 

pencurian dua karung biji kopi pada 25 Februari 2023 bersama rekannya, SD 

(34), di Jalan Soekarno-Hatta. Dalam aksi tersebut, JK dan SD mencuri dua 

karung kopi dari mobil bak terbuka dengan cara merusak terpal penutup. SD 

yang naik ke atas mobil, kemudian melemparkan karung kopi ke jalan, 

sementara JK menunggu dengan sepeda motor. JK akhirnya ditangkap tanpa 

perlawanan oleh petugas saat berada di rumah mertuanya di daerah Pidada 

Panjang. 

Residivis merupakan bukti bahwa efek jera dari hukum pidana belum 

berhasil menembus psikologi pelaku. Dalam keadaan nyata, kesadaran hukum 

akan terwujud dalam bentuk kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum. 

Kepatuhan terhadap hukum sangat bergantung pada perkembangan 

pemikiran, kemauan, dan perasaan seseorang. Ada yang taat karena takut 

akan hukuman, ada yang melakukannya demi kenyamanan hidup bersama, 

ada pula yang karena selaras dengan cita-cita hukum mereka, dan ada yang 

karena alasan kepentingan pribadi. Namun, pada akhirnya, ketika kesadaran 

hukum muncul, seseorang hanya memiliki dua pilihan, yaitu menerima atau 

menolaknya.
15

 Tersangka yang kabur dari kejaran polisi dan masuk ke dalam 

                                                           
14

 Sulis Setia Markhamah, ―Bajing Loncat Pasrah Saat Dibekuk Jajaran Polsek Panjang 

Polda Lampung di Rumah Mertuanya." diakses 

https://lampung.tribunnews.com/2023/05/18/bajing-loncat-pasrah-saat-dibekuk-jajaran-polsek-

panjang-polda-lampung-di-rumah-mertuanya. pada 6 September 2024. 
15

 Muhamad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum 

Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi), cet. 8, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 173. 
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Daftar Pencarian Orang (DPO) berarti pola perilaku terhadap hukumnya 

adalah tidak patuh. 

Sejauh ini, penegakan hukum pidana bagi pelaku pencurian dengan 

pemberatan menggunakan modus bajing loncat hanya menggunakan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana dengan pasal pencurian dengan pemberatan 

saja, belum ada peraturan turunan, baik yang bersifat nasional maupun tingkat 

daerah, yang membahas khusus mengenai fenomena ini. Hal ini 

menyebabkan peneliti tertarik untuk menyampaikan analisis melalui judul 

skripsi: “Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan 

Pemberatan Menggunakan Modus Operandi Bajing Loncat oleh 

Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung” 

 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana penegakan hukum pada tindak pidana pencurian dengan 

pemberatan menggunakan modus operandi bajing loncat oleh Kepolisian 

Sektor Panjang Kota Bandar Lampung? 

2. Bagaiana pola pendekatan penal dan non-penal dalam upaya penegakan 

hukum  pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan 

modus operandi bajing loncat oleh Kepolisian Sektor Panjang Kota 

Bandar Lampung? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum  pada 

tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan modus 

operandi bajing loncat oleh Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar 

Lampung 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pola pendekatan penal dan non-penal 

dalam upaya penegakan hukum pada tindak pidana pencurian dengan 

pemberatan menggunakan modus operandi bajing loncat oleh Kepolisian 

Sektor Panjang Kota Bandar Lampung. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberkan kegunaan/manfaat 

secara teoretis dan secara praktis, yakni: 

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai 

referensi dalam bidang ilmu pengetahuan hukum, terutama dalam Hukum 

Pidana, guna memberikan pemahaman dan wawasan tentang penegakan 

hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan 

menggunakan modus operandi bajing loncat. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bahan 

acuan dan pertimbangan penegak hukum dalam pembuatan kebijakan 

aturan baru terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian 

dengan pemberatan menggunakan modus operandi bajing loncat. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada bidang hukum pidana dengan perhatian 

khusus pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terkhusus 

menggunakan modus operandi bajing loncat. Agar pembahasannya tidak 

terlalu luas, ruang lingkup penelitian ini dibatasi tentang penegakan hukum 

pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan modus 

operandi bajing loncat oleh Kepolisian Sektor Panjang  Kota Bandar 

Lampung. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada penelitian pola  

pendekatan penal dan non-penal dalam upaya penegakan hukum pada tindak 

pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan modus operandi bajing 

loncat oleh Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung. 

 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah sekumpulan konsep yang merupakan hasil 

abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan, yang pada dasarnya bertujuan 

untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh 

peneliti.
16

 Kerangka teori disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek 

yang relevan, dimulai dari latar belakang permasalahan yang mendasari 

penelitian. Penyusunan kerangka teori ini didukung oleh teori-teori yang telah 

ada serta bukti-bukti empiris yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian 

terdahulu. Sumber-sumber ini bisa berasal dari berbagai jurnal ilmiah yang 

relevan dengan topik yang dibahas, sehingga memungkinkan peneliti untuk 

                                                           
16

 Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: LP3ES, 

1998), hlm. 37. 
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merumuskan suatu kerangka teori atau kerangka konseptual yang 

komprehensif. Kerangka ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar dalam 

pemecahan masalah dan perumusan hipotesis, tetapi juga memberikan arah 

yang jelas dalam pelaksanaan penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan 

dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah: 

1. Teori Penegakan Hukum  

Teori penegakan  hukum adalah konsep yang menjelaskan bagaimana 

aturan hukum yang telah ditetapkan oleh negara diimplementasikan dan 

dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini mencakup berbagai 

aspek, seperti mekanisme, proses, dan upaya untuk memastikan bahwa hukum 

diterapkan secara konsisten dan adil. 

Lawrence M. Friedman, seorang profesor hukum asal Amerika, 

mengatakan bahwa sistem hukum yang ideal dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu 

struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.
17

 Struktur hukum 

merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai 

fungsinya masing-masing sebagai bentuk pelayanan terhadap penggarapan 

bahan hukum secara teratur. Di Indonesia, kita mengenal urutan pelaksanaan 

sistem hukum yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian. 

Hasil penyelidikan dan penyidikan tersebut kemudian diserahkan kepada 

Lembaga kejaksaan untuk selanjutkan dilakukan penuntutan oleh jaksa. 

Tuntutan jaksa akhirnya akan diputus oleh hakim kemudian terdakwa 

dikembalikan lagi kepada jaksa sebagai eksekutor. Termasuk didalamnya 

                                                           
17

  Lawrence M. Friedman, ―The Legal System: A Social Science Perspective‖, 

diterjemahkan oleh M. Khozim; Nurainun Mangunsong dalam ―Sistem Hukum dan Tindakan 

Hukum: Seri Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial‖ (Bandung: Nusamedia, 2021), hlm. 19. 
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lembaga-lembaga lain yang mungkin terlibat dalam sebuah sistem hukum, 

mereka inilah yang disebut Friedman sebagai struktur hukum.  

Substansi merupakan hasil dari sistem hukum, yang meliputi aturan-

aturan dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang serta 

berisi ketentuan tentang cara institusi hukum beroperasi.
18

 Isi dari sebuah 

aturan berfungsi sebagai pesan untuk masyarakat umum, sedangkan bagian 

yurisdiksional dari aturan tersebut menjadi pesan khusus bagi petugas yang 

berwenang. Pesan ini dapat berupa larangan, izin, atau dorongan. Di 

Indonesia, substansi dituangkan dalam hukum tertulis berupa undang-undang. 

Selain itu, ada pula yang tidak tertulis berupa hukum adat. Dikarenakan adat 

setiap daerah berbeda-beda maka hukum adat yang ada juga akan berbeda 

tergantung daerahnya. 

Sistem hukum sejatinya tidak terisolasi dan terasing, melainkan 

bergantung pada input-input dari luar yang disebut sebagai Budaya hukum. 

Budaya hukum mencakup nilai-nilai dan sikap-sikap yang berdampak pada 

pelaksanaan hukum. Ini meliputi budaya hukum internal yang mencerminkan 

pola pikir dan perilaku para hakim, pengacara, serta penegak hukum lainnya, 

dan budaya hukum eksternal, yaitu persepsi masyarakat luas tentang hukum, 

termasuk opini, kebiasaan, pola kerja, dan cara berpikir yang membentuk 

interaksi mereka dengan hukum. Kedua jenis budaya ini saling berhubungan 

dan berpengaruh, baik dalam mendekatkan masyarakat pada hukum maupun 

menjauhkannya. Friedman mengatakan bahwa budaya hukum merupakan 

                                                           
18

 Ibid., hlm. 40. 
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unsur utama dalam ketiga aspek keberhasilan hukum dalam hubungan yang 

saling mempengaruhi satu sama lain. 

Teori ini akan memjelsakan mengenai hal-hal yang mempengaruhi 

penegakan hukum pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan 

menggunakan modus operandi bajing loncat oleh Kepolisian Sektor Panjang 

Kota Bandar Lampung. 

 

2. Teori Kebijakan Kriminal 

Kebijakan hukum  pidana (penal policy) pada dasarnya bertujuan untuk 

menanggulangi kejahatan dan merupakan bagian dari kebijakan kriminal 

(criminal policy). Istilah penal policy memiliki makna yang sama dengan 

criminal law policy dan strafrechtspolitiek, sehingga kedua istilah ini juga 

diterjemahkan sebagai politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana. 

Marc Ancel mendefinisikan politik kriminal sebagai ―the rational 

organization of the control of crime by society,‖
19

 yang menunjukkan bahwa 

kebijakan  kriminal adalah upaya rasional masyarakat dalam menanggulangi 

kejahatan. Ancel berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan pada dasarnya 

merupakan bagian dari perlindungan masyarakat serta bertujuan untuk 

mencapai kesejahteraan dan keseimbangan. Dengan kata lain, penegakan 

hukum pidana tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku kejahatan, 

tetapi juga pada upaya penanggulangan untuk mencegah kejahatan serupa 

terjadi kembali di masa depan. 

                                                           
19

 Marc Ansel, ―Social Defence” hlm.209 dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai 

Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru), Edisi Pertama, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 1. 
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Kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari 

kebijakan social (Social Policy) yaitu upaya perlindungan masyarakat (social 

defense) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) sehingga 

tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat. 
20

 Hubungan  tersebut dapat dilhat 

melalui skema berikut: 

 

Gambar 1.1 

Skema Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan skema diatas, dapat dilihat bahwa kebijakan kriminal 

merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat. Upaya ini dapat 

berbentuk penal dan non-penal seperti yang dijelaskan lebih lanjut oleh Barda 

Nawawi Arif, dalam konteks penanggulangan kejahatan, tersedia berbagai 

sarana yang dapat digunakan sebagai reaksi terhadap perilaku kriminal. 

Sarana-sarana ini mencakup langkah-langkah yang bersifat pidana, seperti 

                                                           
20

 John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam  Sistem Penegakan 

Hukum di Indonesia.  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2017)  hlm. 30. 
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hukuman penjara atau denda, serta sarana-sarana yang bersifat non-pidana.
21

 

Kedua jenis sarana ini tidak berdiri sendiri, tetapi dapat diintegrasikan dan 

dikolaborasikan untuk hasil yang lebih efektif dan komperhensif.  

Ketika diberlakukan penal, maka artinya menitikberatkan pada sifat 

represive yang dilakukan sesudah terjadinya suatu  kejahatan, yaitu  

penindakan/pemberantasan sebagai sarana pengendalian sosial yang 

menggunakan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan , 

sarana non-penal menitikberatkan pada sifat preventive, yaitu 

pencegahan/penangkalan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu 

kejahatan.
22

 

Teori ini akan menjelaskan bagaimana pola pendekatan penal dan non-

penal dalam upaya penegakan hukum pada tindak pidana pencurian dengan 

pemberatan menggunakan modus operandi bajing loncat oleh Kepolisian 

Sektor Panjang Kota Bandar Lampung. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian memiliki peran penting dalam memperoleh data yang 

akurat dan dapat dipercaya. Metode ini juga digunakan sebagai alat atau 

pedoman dalam melaksanakan penelitian. 

 

 

                                                           
21

 Barda Nawawi Arif, Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 

hlm. 12. 
22 Dwikari Nuristiningsih dan Ependi, ―Upaya Penal dan Non-Penal Dalam 

Menanggulangi Tindak Pidana Teknologi Informasi‖, Majalah Keadilan, Vol. 23, No.2 (2023), 

hlm. 85. 
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum adalah aktivitas yang menitikberatkan pada 

penerapan pengetahuan dalam bidang hukum, bukan sekadar pemahaman 

umum tentang hukum. Sebagai kegiatan yang didasarkan pada keterampilan 

praktis, penelitian hukum dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan 

masalah hukum yang sedang dihadapi.
23

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis 

penelitian yuridis empiris. Metode penelitian empiris adalah suatu pendekatan 

penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang berasal 

dari pengalaman nyata atau pengamatan langsung terhadap fenomena tertentu. 

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan 

data, seperti eksperimen yang terkontrol, survei yang terstruktur, wawancara 

mendalam, observasi partisipatif, atau pengukuran statistik. Data yang 

diperoleh kemudian dianalisis menggunakan alat atau metode analisis tertentu 

untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau korelasi antara variabel-variabel 

yang diteliti. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang 

masalah yang diteliti, penelitian ini akan mengumpulkan dan menganalisis 

data dari lapangan terkait dengan penegakan hukum pada tindak pidana 

pencurian dengan pemberatan menggunakan modus operandi bajing loncat 

oleh  Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung. Penelitian ini akan 

berfokus pada observasi langsung dan wawancara dengan pihak berwenang 

untuk memahami bagaimana kebijakan hukum diterapkan dan bagaimana 

                                                           
23

 Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek, (Surabaya: CV. Jakad 

Media Publishing, 2020), hlm. 4. 
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pelanggaran ini berdampak pada masyarakat. Data yang diperoleh akan 

dianalisis untuk mengidentifikasi pola atau tren, tanpa bermaksud untuk 

menarik kesimpulan umum, tetapi untuk memberikan gambaran nyata tentang 

situasi di lapangan. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor 

Panjang Kota Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, 

Kelurahan Panjang Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. 

Kepolisian Sektor Panjang merupakan salah satu dari sepuluh kepolisian 

sektor dibawah Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung. 

3. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan  ini bertujuan untuk memahami dan 

merumuskan hukum sebagai suatu institusi sosial yang nyata serta berfungsi 

dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
24

 Fokus pendekatan yuridis 

sosiologis adalah mengkaji hukum secara empiris dengan terjun langsung ke 

lapangan, untuk meneliti bagaimana penegakan hukum pada tindak pidana 

pencurian dengan pemberatan yang menggunakan modus operandi bajing 

loncat oleh Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung. 

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan konseptual, 

yang menelaah pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu 

hukum. Melalui kajian terhadap berbagai teori hukum, peneliti dapat 

                                                           
24

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas 

Indonesia Press, 1986), hlm. 51. 
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menemukan gagasan yang mendasari pengertian, konsep, dan asas hukum 

yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas.
25

 Pendekatan ini 

digunakan untuk mengeksplorasi konsep-konsep hukum terkait penegakan 

hukum dalam  kasus pencurian dengan pemberatan yang menggunakan modus 

bajing loncat ooleh Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung, 

terutama karena regulasi yang ada belum efektif dalam menekan fenomena 

tersebut. 

4. Jenis dan Sumber Data 

Adapun Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumber pertama, yaitu  masyarakat, melalui penelitian lapangan. Pengumpulan 

data primer dalam penelitian ini mencakup wawancara terhadap penegak 

hukum terkait dan observasi langsung di lokasi penelitian 

5. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek atau unit atau gejala yang akan 

diteliti dan kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini, populasi penelitian 

adalah Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung.  

Sampel dalam penelitian ini dipilih bukan secara acak, tetapi karena 

memiliki karakteristik khusus yang diharapkan dapat memberikan informasi 

yang mendalam dan bermanfaat terkait dengan topik yang sedang diteliti 

untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan relevan dengan 

permasalahan yang sedang dibahas. Sehingga, penentuan sampel akan 
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menggunakan metode Purposive Sampling. Adapun sampel dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Panjang, Kota Bandar 

Lampung 

2. Anggota Urusan Administrasi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor 

Panjang, Kota Bandar Lampung 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi lapangan dan studi 

kepustakaan sebagai beirkut: 

a. Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah metode yang melibatkan kegiatan wawancara 

dengan narasumber penelitian untuk mengumpulkan berbagai data dan 

informasi yang diperlukan, sesuai dengan masalah yang sedang dibahas dalam 

penelitian. 

b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah Teknik pengumpulan data yang melibatkan 

berbagai kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip sumber-sumber 

dari literatur, serta melakukan analisis terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. 

7. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah 

analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengolah data yang telah terkumpul 

dan menyusunnya dalam bentuk gambaran serta penjabaran secara sistematis. 



23 
 

 
 

Proses ini dilakukan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang terstruktur 

sehingga menghasilkan pembahasan atau paparan yang jelas, menyeluruh, 

teratur, dan mudah dipahami.
26

 

8. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan 

menggunakan metode deduktif. Metode ini melibatkan proses menganalisis 

dan menerapkan prinsip atau hipotesis yang bersifat umum terlebih dahulu. 

Dari prinsip umum tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang lebih spesifik 

yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian,
27

 

memungkinkan peneliti untuk menguji teori atau aturan umum yang sudah ada 

dengan mengaplikasikannya pada kasus-kasus individual atau terkhusus yang 

terjadi dalam konteks penelitian. Dengan demikian, kesimpulan yang 

dihasilkan mencerminkan penerapan teori atau prinsip umum pada situasi-

situasi khusus yang relevan dalam bidang studi yang sedang diteliti. 
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